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' KEMENTERIAN
- KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/001
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021

Disahkan oleh

NAMA SOP : Penyusunan Laporan MONEV DJA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan
Nasional

2. Undang-undang Rl Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik

3. Undang-undang Rl Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

7. Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerj atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

9. Permenpan Rl Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintah

10. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kemenkes RI

1. Memahami Perencanaan Program/Kegiatan BTKLPP Kelas | Makassar

2. Mampu Menggunakan Komputer

3. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait
program/kegiatan P2P

4. Rajin, cekatan, dan detailkegiatan

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Rekonsiliasi LK

2. SOP Penyelenggaraan Rapat

3. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar
4. SOP Penatalaksanaan Arsip

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan
2. Komputer dan alat tulis kantor
3. Seperangkat komputer dilengkapi dengan program

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :
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' KEMENTERIAN
& KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/006
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021
Disahkan oleh

Ma Sudirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Revisi RAK

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Rencana Pembangunan
nasional

3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaha Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

5. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor:375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana
pembangunan jangka panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025

6. Permenpan dan RB RI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
perjanjian Instansi Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

7. RAP Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019

8. RAKBTKLPP Kelas | Makassar

9. DIPA-RKA-K/L BTKLPP Kelas | Makassar

1.  Memiliki Kemampuan/Kompetensi Dalam Menggunakan Komputer

2. Telah Mengikuti Pelatihan-Pelatihan Yang Terkait Dengan Tugasnya

3. Memahami Perencanaan Program/Kegiatan BTKLPP Kelas | Makassar

4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait
program/kegiatan P2P

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar

2. SOP Penatalaksanaan Arsip

3. SOP Monitoring Capain Indikator Kinerja
4. SOP Penyusunan RAK

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penysusunan kebijakan
2. Alat tulis kantor

3. RAK BTKLPP Kelas | Makassar

4. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP Revisi Target Indikator Kinerja Tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan
kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tidak dapat berjalan dengan baik
dan akan berimbas pada penilaian kinerja

Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu
tahun anggaran dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan pemerintah
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/011
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021
Disahkanoleh

NAMA SOP : Pengusulan Revisi POK RKA-K/L

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

1. Memahami Perencanaan Program/Kegiatan BTKLPP Kelas | Makassar

2. UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 2. Mampu Menggunakan Komputer
3. UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab | 3. Selalu Mengikuti Perkembangan Kebijakan Kementerian Kesehatan terkait
keuangan negara program/kegiatan P2P
4. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 4. Menguasai software RKA-K/L
5. Peraturan Pemerintah Rl nomor 39 tahun 2009 tentang tata cara pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
6. Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit
7. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP
administrasi pemerintah
8. DIPA RKA-K/L BTKLPP Kelas | Makassar
Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan
2. SOP Penyusunan RKA-KL 2. Komputer dan alat tulis kantor
3. SOP Penatalaksanaan Arsip 3. DIPA RKA-K/L BTKLPP Kelas | Makassar
4. Seperangkat komputer yang dilengkapi program dan software RKAKL
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan akan
berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Setiap usulan kegiatan seksi yang telah ditandatangani oleh kepala kantor
harus didokumentasikan dengan baik dalam map arsip dan data elektronik
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' KEMENTERIAN
& KESEHATAN
REPUBLIK
b INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/013
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021
Disahkan oleh

0
S ma

udirman, ST. M.Kes

NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Penyusunan RKA-KL

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

2. UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

3. UU RI Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara

4. UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

5. PERATURAN Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

7. Peraturan Menteri PAN RI Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP
administrasi pemerintah

8. Jukren Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian
Kesehatan

9. RAKBTKLPP Kelas | Makassar

Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas | Makassar
Mampu menggunakan komputer

Raijin, cekatan, dan teliti

Menguasai software aplikasi RKA-KL

Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait
program/kegiatan P2P

oD~

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar
2. SOP Penyelenggaraan Rapat
3. SOP Penatalaksanaan Arsip

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran

2. Komputer dan alat tulis kantor

3. RPJMN dan renstra kementerian kesehatan, RAP dan RAK
Seperangkat komputer yang dilengkapi program dan software RKAKL

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila perencanaan tidak dibuat secara baik dan terintegrasi maka tidak terjadi
sinkronisasi program di pusat maupun di daerah

2. Apabila perencanaan program kegiatan tidak tersusun maka tidak akan terlihat kinerja
instansi

Setiap usulan kegiatan seksi yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor harus
didokumentasikan dengan baik dalam map arsip dan data elektronik dan
diserahkan kepada PI Ditjen P2P, untuk dibahas lebih lanjut dengan instansi
terkait.
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- KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/015

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

Sudirman, ST. M.Kes

NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Pengusulan Uang Lembur Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

1. Memahami aplikasi SPM

2. UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharan negara 2. Mampu menggunakan komputer
3. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 3. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait
4. Peraturan pemerintah Rl Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan program/kegiatan P2P
antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota | 4. Rajin, cekatan, teliti internal BMN dengan SAK
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tahun 2009 tentang kerja lembur
dan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil
6. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
7. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja
kementerian Kesehatan RI
8. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman tata naskah
di lingkungan kementerian Kesehatan Rl
Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penatalaksanaan Surat keluar 1. Peraturan/pedoman standar dalam penyusunan kebijakan
2. SOP Penatalaksanaan Arsip 2. Komputer dan alat tulis kantor
3. SOP Pencairan uang lembur pegawai 3. Seperangkat komputer dilengkapi dengan program
4. Jaringan internet dan aplikasi GPP
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP pengusulan uang lembur pegawai tidak dibuat, makapencairan uang lembur
pegawai akan terhambat, monitoring realisasi belanja pegawai tidak berjalan dengan baik.

Semua berkas lembur harus didokumentasikan dengan baik
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PROSEDUR PENGLUSULAN UANG LEMBUR PEGANAI

Pelaky Muty Baku
Na. Aktivitas Ka Sub U
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e
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W
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‘ INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/018
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021
Disahkan oleh

NiEH udirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Penyusunan RPK dan RPD

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait keuangan

1.
2. UURI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 2. Rajin, cekatan dan teliti
3. UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab | 3. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya
keuangan negara 4. Menguasai komputer
4. Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/XI1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja | 5. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit pengetahuan maupun kejadian lainnya
5. Peraturan Menteri PAN Rl nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-
AP
6. Peraturan menteri keuangan Rl nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
7. Peraturan menteri kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja
kemenkes RI
8. Kepmenkes Rl nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan
kemenkes RI
Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. SOP penyelenggaraan rapat 2. Komputer dan alat tulis kantor
3. SOP penalaksanaan arsip 3. Seperangkat komputer yang dilengkpai program microsof office
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP penyusunan RPK dan RPD tidak dilakukan maka tidak dapat termonitoring
dengan baik realisasi kegiatan dan realisasi anggaran untuk pencapaian target kinerja pada
satuan kerja.

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam file folder
(hardcopy) dan elektronik (softcopy)
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PROSEDUR PENYLUISUMAN RPK DAN RPD

Pefaku Bty Baku
Mo, Pltivitas Sk Patugas
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/028

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

VEAmHRE dirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Pencairan Uang Lembur Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.  UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

2. UURI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

3. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

4. Peraturan pemerintah Rl nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan
atan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota

5. Peraturan menteri keuangan nomor 125/PMK.05/2009 tahun 2009 tentang kerja lembur
dan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil

6. Peraturan menteri keuangan Rl nomor 190/PMK.052012 tentang tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

7. Peraturan menteri kesehatan Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan teta kerja
kementerian kesehatan Rl

8. Keputusan menteri kesehatan Rl nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah di
lingkungan kementerian kesehatan Rl

1. Memahami aplikasi SPM

2. Mampu menggunakan komputer

3. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan kementerian kesehatan terkait
program/kegiatan P2P

4. Rajin, cekatan dan teliti

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat masuk
2. SOP penatalaksanaan arsip

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan
2. Komputer dan alat tulis kantor
3. Seperangkat komputer dilengkapi dengan program

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP pencairan uang lembur pegawai ini tidak disusun, maka akan mempersulit
pencairan uang lembur pegawai dan menghambat monitoring anggaran

Semua berkas lembur harus didokumentasikan dengan baik
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PROSEDUR PENCAIRAN UANG LEMBUR PEGAIWAI

Pelaksana Muto Baky
Mo Bktivitas
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1 |Membust SPP wang lembur, berdasarkan FRK ge Diaftar Lembur 20 mm 5PF Lang lembor
: hie SPP uang lembur yang t=lah
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s
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/030

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

NAMA SOP : Permintaan Uang Muka Kegiatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

2. UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

3. UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara

4. Peraturan pemerintah Rl nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

5. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

6. Peraturan Menteri PAN Rl nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP
administrasi pemerintah

7. Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara

8. Peraturan menteri kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja
kemenkes RI

9. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dilingkungan kemenkes RI

1. Mengerti tentang pembukaan administrasi keuangan

2. Mampu menggunakan komputer

3. Rajin, cekatan dan teliti

4. Menmiliki nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat keluar
2. SOP penatalaksanaan arsip

1. Peraturan/pedoman/standar dalam Penyusunan Kebijakan, Keuangan dan
Perbendaharaan

2. Komputer dan alat tulis Kantor

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program dan software SAS modul
SILABI

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Permintaan uang muka ini tidak dilakukan maka tidak akan ada alat untuk
memonitoring penggunaan dana uang muka kegiatan

Pencatatan dilakukan menggunakan komputer, buku kas bantu dan aplikasi
SILABI
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PROSEDUR PERMINTAAN UANG MUKA KEGIATAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas P.ipelaksana Petugas Bacidatars
kegiatan PPK Verifikator Kelengkapan Waktu Output Keterangan
S Pengeluaran
subbag/seksi keuangan

Membuat dan mengajukan daftar rencana penggunaan dana Daftar rencana penggunaan
tegiatan sesual dengan rencana ceperasiona! kagiatan l I“,.. Daftar rencana penggunaan 30 it dana, diketahui
masing-masing seks| dalm POK, RPK-RPD, sesual dengan _J dana, REAKL kasie/kasubbag masing-
format yang ditetapkan oleh PPK masing
Memeriksa kesesuaian fencana penggunaan dana kegiatan
tengan RKAKL, RPK-RPD, dan kelengkapan data
dukungnya selanjutnya PPK dapal menyetujul, menalah atau Daitar rencana penggunaan
menunda sementara (merujuk kepada aturan yang beriaku s Al dana, diketahui 15 Tt Daftar rencana penggunaan
dan ketersediaan sumber dana), apabila disefujul LI kasielkasubbag masing- x dana disetujui PPK
menginsiruksikan kepada petugas apabila disetujul masing RKAKL, RPK RPD
menginsiruksikan kepada petugas verfikator untuk membuat
SPBy uang muka kegiatan
Memeriksa berkas usulan pengangkatan perama dalam i SPBy yang telah
abfuna dan membuat surat usulan mohon persetujuan D;Tf;{;ﬁiﬁﬁggﬁﬁn fmnt | ditandatangani/disetujul PPK
penganakatan periama dalam jabfung ' dan kelengkapan pendukung

. 3 SPBy yang telah SPBy yang tefah
mgﬁrsiﬁ;g&gﬂmﬁggﬂg Mulka keglatan sesial dengan ditandatanganidisetujunl PPE | 15 mnt | dilandatanganifdisetuju FPK

dan kelengkapan pendukung dan kefengkapan pendukung

Menerima uang muka kegiatan dan berkewajiban
menyelesaikan pertanggunglavaban kegiatan diseral SPBY yang telah
dengan ketlengkapan data dukung dan administrasi rampung | I ditandatanganiidisetujul PPK. | Smnt TandgiTerima
maksimal & harkena setelah selesal melaksanakan kegiatan dan kelengkapan pendukung
agar disampaikan kemball kepada PPK Petugas VK dan BP
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/031

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
111 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

ppSdirman, ST-M.Kes
01121994031004

NAMA SOP :PEMBUATAN SPM LS BENDAHARA (NON

KONTRAKTUAL-NON GAJI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.
2.
3.

4.

8.

9.

UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara

Peraturan pemerintah Rl nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

Peraturan menteri PAN Rl nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP
administrasi pemerintah

Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara

Peraturan menteri kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja
kemenkes RI

Kepmenkes Rl nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan
kemenkes RI

1. Mengerti tentang pembukaan administrasi keuangan

2. Mampu menggunakan komputer

3. Rajin, cekatan dan teliti

4. Menmiliki nilai-nilai prorakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP verifikasi LS

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan, keuangan dan

2. SOP penatalaksanaan arsip perbendaharaan
2. Komputer dan alat tulis kantorSeperangkat
3. komputer yang dilengkapi program dan software SAS modul PPK dan
PPSPM
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP pembuatan SPM-LS bendahara (non kontraktual dan non gaji) tidak dilakukan
maka tidak ada alat bantu untuk memonitoring realisasi anggaran

Pencatatan dilakukan menggunakan komputer, aplikasi SAS dan buku kas LS
bendahara/SILABI
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PROE

EDLUR PEMBUATAN SPM LS SENDAHARE (HON KONTRAKTUAL - HOH GAN)

Pelkeana Muty Baku
He, Lgteitan pr— _ Pafugas
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[ - o ) ¥ o
KIEtaNG gan SE0 Empdng pembayare LS l I"’ = e ﬁmgar ;I FEMbFyAman LS
METETTNS dan mEmyerskas Satar nominal? Janatu
:mm :‘J"ISEZE“ ; r::l rwmu-:;; RHAKL Ciaitar nomiraht, K
£525m tanssin keg m gan : n ke
2 | pemngeniy (35K dan/aia DUkl L2 yang san, : ‘3{:}' e m;m“:nam !LHELE ‘A | tomnt | pembayarn LS dan lembar | S0P verMEas LS
Esermediasn 5is3 3ggatan, kelangRapan barkas), f==ah = i werfikasl
ierpenuil §yarat-spatat untid pembustan SPM-LE,
diszmpalkan k=nada PRK unik dtandatangan
MemRrksa DErkas BailE penganghatan femama dalam i Ciamtar nommale, keRngkaran Drarias ngminatt, Kelengiapan
3 ||abTung 9an MemIuat sUrE! UEUEn Mahon Farsatiua ,_‘f:“--__{ DeMBaYaEE LT 02 jeTnar St | pembayaTan L3 man lemar
pengangkatan periama dalam [abfung — vaias! yarfhas!
. |
Peligas pambua SPM menesinia Dedas pengaiian SR Daftar nominats; kelsngkanan D nameaT,
¢ |L3 memvarfkas Berkas dan membust SPR-LS serl: pembayaran L0 dan lembar | \Smnt | Kelngkapanpempayaran LG
riengaiikan k=pada PRK aniuk dienastangal == r WEmi3s| ‘emar yertias. fan SPF-LS
| bt nomimats, kelsngkanan HT"D‘:"[:EM "E‘Eﬂfpm
3 |memeriiss gan merandstanganl 59P-L5 Biay pemiavarE LS, jemnbar wertkas | St n:‘,ala 5. S v
<% sy San 5P el g

Momauat BRN-LE, bardssakan SPA-LE, membaat gurat
saliian pajak (557 3ia 33 mengaiukan Kepada PROM

Daftar nomisais, kelengkanan
peTbayamn LS, iembar verkas!,

Cafiar noniratt, belctighapan
mﬂ]@ﬂﬂ LS, iemar veril e/

untuk iandatangani AT dengan berkas pengajuan tiah SPP-LE =@h dindastsngan SPR LS belah drantstangan
SPMALS 3 2Ry, PN dan SEM L3
Daflar nomenass Kelangiapan

Wemsriisa. mengall Kepanaran dan menantaEngan|

Dattar nominate, keiengksoar
pemcayaEn L lembar perfkas

peminavara LS, lembar

- ; W = 3
' |SPW:LS unil pambaysFan e rekening Sendahzra T ,f':} EPD-LS telah drannatsngan pak | 12T VECNEEE SEL LS B,
o S GhALra titandatangant FPY, dan SRM-LS
leldh Sandatangan PRIAM
s
& |Menganiar SPM ke KPEN E l SPM LS dan ADK 5P o mint. | Tanda jefma SPM-dad EPEN
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/057
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018

Tgl. Revisi : 11 Januari 2021

Tgl. Efektif 111 Januari 2021

Disahkan oleh

NAMA SOP : PROSEDUR PENYUSUNAN RAK

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem rencana pembangunan nasional

Perpres RI nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
Permenpan RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP
Permenpan Rl nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknisperjanjiankinerja,
pelaporan kinerja dan tata carareviu atas laporan kinerja instansi pemerintah
Kepmenkes Rl nomor 375 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang
bidang kesehatan tahun 2005-2025

7. RAP Ditjen P2P Kemenkes RI

8. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang OTK Kemenkes

gD

I

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer

2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya

3. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas | Makassar

4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait
program/kegiatan P2P

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat keluar
2. SOP penatalaksanaan arsip

3. SOP penyusunan perjanjian kerja
4. SOP monitoring indikator kinerja

5. SOP penyusunan laporan kinerja

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan
2. Alat tulis kantor

3. RAKBTKLPP Kelas | Makassar

4. Format perjanjian kinerja

5. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP penyusunan RAK tidak dilakukan maka pengiriman dan pelaporan perjanjian
kinerja, monitoring indikator kinerja dan laporan kinerja terlambat dilaporkan dan akan
mendapatkan sanksi

Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode 5 tahun
anggaran
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PROSEDUR PEMYUSUNAN RAK i
PELAKSANA MUTU BAKU
Ha. URAIAN KEGIATAN suB JFU
KEPALAKANTOR | KASUBBAG ADUM | KOORDINATOR SE,| PERENCANAPETU KELENGKAPAN WAKTU GQUTPUT KETERANGAH
ADKL DANPTL | GAS PERENCANA
Mengarahkan kasubibag ADUM untuk mengkoordinir X
1 penyusunan RAK catatan pengarahan 15 mnt disposial
p—
v
- |meiaksanahan rapat bersama dan memberikan arahan catatan pengarahan,
= |teknis menyusun draft RAK undangan rapat b S
3 | Menyiisun drat RAK drafi RAK dan mnq-maswg 120 mat =0t copy draﬂ RAK dqn Masing-
sekal MEsing sekai
petiigas perencana subbag ADUM menghimpun dan soit copy draft RAK dari
$ mengkampilasi draft RAK dan masing-masing seksi = > masing-masing seksi Wit | SrduAN yan fe ko
ety
opas draft RAK yang telah
5 |Memerksa draft RAK yang telah terkompilasi <>{ ferkompilasi 15 mnt draft RAK final
Estuy
. ) . Y
- [T paruf pevks drst RAK yang iogh dipcrites:ten & draft RAK finat 1Dmnt | draRt RAK final tela diparaf
dikompilasi e
ety
7 ;‘;’FE"”’“' a0 menptarangant dran AR yang & S Diraft RAK final telah diparaf | 15 mnt | draft RAK final elah ditandanaan|
T
L
. : draft RAK firial teiah s R b
& |Menggandakan serta pendistrizusian dsndatangan 30 mnt Bukirpendistribision
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' KEMENTERIAN
KESEHATAN

ﬂ REPLIBLIK
b INDIOMNESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/062
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022
Disahkan oleh

0

Ly an, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : PENATUSAHAAN PNBP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Permenkes Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
No.2349/MenKes/per/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 266/MENKES/SK/II1/2004
tentang Tata Cara Penilaian Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik
Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

3. Keputusan Menteri Keuangan No. 243/KMK.06/2002 tentang Persetujuan Penggunaan
Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan
Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760).

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/laptop

2. Mengetahui tugas dan fungsi sub bagian/seksi dan pelayanan
3. Memahami alur pengelolaan PNBP

4. Memiliki kemampuan menganalisis transaksi keuangan

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penatausahaan PNBP

. FPPS/ Formulir Permintaan Sampel dan Kajian Ulang Perimintaan
. Billing
. Bukti Penyetoran ke kas negara

. Jaringan Internet
ATK

Peringatan :

1
2
3
4. Komputer dan Printer
5
6.
P

encatatan dan Pendataan :

Apabila proses tidak dilakukan sesuai alur pengelolaan maka laporan pertanggungjawaban
bendahara penerimaan dapat terlambat.

- Di kirim/disampaikan ke Ditjen P2P
- Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual
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Penatausahaan PNBP

Pelaksana Mustu Baku
Ne ) KA K=siubag | Bendahara Pelanogan | Bank Persepsi KPPN
Kegiatan BTELPP | TU Penerimaan JPOS Kelengkagan VWKt Output
£ 41 Menernma data penerimaan FPPS, Formuiir i5 Dicatat dalam buku
[ ] Permintaan Sampel dan menit | registrasi
Kajian Uiang Perimintaan

2. Membuat billing Laptop, Printer, ATE 30 Billing
(menggunakan aplikas ]:]—‘D et
SIMPOMI)

3. Medakukan penyetran PNEP Billing Maksi | Bukti penyebtoran ke kas

L'__I mal 7 | negara
g S Hari
kerja

4. Cetak bukti penenimaan negara —i. Laptop, Printer, ATK dan | Maksi | Bukt Penyetoran ke kas
gtas setoran pembayaran dan | | i referens terkait mal 1 | negara
pelanggan harn

= Input PNBP pada Aplikasi SAS - Laptop, Printer, ATK dan 5 RUH transaks] pada

|:I* referens terkait menit | aplikasi 545 telah terisi

. Medakukan Konfirmas Dokurmen Rekapiuias) L4} Surat pengantar dan
peEnerimaan negara - pEnErimaan negara, menit | Printout hasi valdasi

kendaraan dan referensi rekapibulasi penarimaan
lainnya yang dibutuhkan negara

7. Membusat Laporan [ Laptop, Printer, ATK dan 120 Draf Laporan
Pertanggungjawaban FSReEs DD .] |= referensi erkait menit | pertangoungiwaban
Bendahara PEnerimaan bendahara penerimaan
Bulanan %

B. Memeriksa Laporan Diraf laporan 5 Laporan
Pertanggungjawaban - pertanggunagjawaban menit | perEanggungjawaban
Bendahara Penerimaan bendahara penerimazn bendahara penerimaan

dengan paraf ka. sub sudah diparaf ka. sub
bagian TU bagian TU

8. Menandatangani Laporan Laporan 5 Laporan
Pertanggungjawaban | pertanggungjawaban menit | perianoggungjawaban
Bendahara Penerimaan bendahara penerimazn bendahara penerimaan

suidah
ditandatangani/disshkan
Kepala Batai

10. | Menyetorkan Laporan LP], Berita acara 180 LPI, Berita acara
Pertanggungjawaban ;l rekonsiliasi, dan lampiran menit | rekonsiiasi, dan lampiran
Bendahara Penenmaan ke L dokumen iEinnya dokumen ainnya
EPPMN

11. | Mengarsipkan Laporan Map Presiden, Map 20 LR, Berits acama
Pertanggunglawsban Ordner dan Paper note menit | rekonsiliasi, dan lampiran

Bendahara Penerimaan

dokumen ainnya
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/065
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022

Disahkan oleh

a"-'ml

aman |rman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : PELAPORAN/ PERTANGUNGJAWABAN KAS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.
3.
4

o

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan
Tanggungn Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45
tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisai tentang
peraturan perundang-undangan terkait Perbendaharaan Negara

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pengeluaran Kas 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. Bahan masukan dari Biro Keuangan dan BMN
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi
4. LCD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP Pelaporan/ Pertanggungjawaban Kas tidak terlaksana, maka pelaksanaan

pencairan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas kas akan terlambat

Disimpan sebagai arsip di :

1. Tim Penilai PIPK

2. Pengelola Keuangan

3. Kasubag Admininstrasi dan Umum
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KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (Pelaporan/ Pertanggung Jawaban)

Pelaksana Mutu Baku
M Aktivitas
Bendahara | Peiugas SAIBA PP KEA Kelengkaparn Wakiu Dutput

1 |Membukulcan SPM URF, TUP. GUP, SPM UP. TUP; GUP, PTUR, LS 240 menit BEL dan Buku
PTUP, LS Bendahara dan LS Pihak ke Bendahara, LS Pihak dan Pembantuy
3 ke datam aplikasi Silabl { ] Rekening Koran

2 [Memberikan neraca bulanan ke SPM UPH TUP. LS dan bukti B0 menit neraca
Bendahara Pengeluaran dan melakukan pengembalian L3
rekonsilias data Kas di Bendahara 1
Pengeluaran dengan pembukuan Silabi

3 |Membuat berits acara rekonsiliasi dan neraca, BKU dan buku pemibantu (80 menit BARdan LPJ
| P.J dan aplika=i Siabi :

.

4 |Menandatangani Berita Acara, LPJ dan I BAR, LPJ, BKL dan Buky B0 menit BAR dan LP.J

BE.L dan buky pembaniy L /‘J Pembxaniu
r =

5 |Mengupload ADK LPJ ke datam aplikasi l ADK LPJ, LPJ, BAR, neraca, 480 menit ADHK dan hardcopy
SPRINT dan mengirimkan hardcopy ke rekening koran LPJ
KPPN

& |Monttoring atas penggunaan UP/TUP Kertas Kerja Manitoring 120 menit  |Rekapitulasi Monitoring
setiap bulannya Penggunaan UP dan TUP secara LIPf TUR

| | |Pefiodik (Bldanan), Buku
Fembantu Lang Muks
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif
Disahkan oleh

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/066
: 01 Februari 2018
121 Februarl 2022

|rman ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : PENGELUARAN KAS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.
3.
4

oo

8.

9.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga.

PMK Rl Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor
213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/42/2019 tentang Kebijakan
Akuntansi Penatausahaan Persediaan

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisai tentang
peraturan perundang-undangan terkait Perbendaharaan Negara

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya.

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pelaporan/ Pertangungjawaban Kas

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

2. Bahan masukan dari Biro Keuangan dan BMN

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi
SAS dan wifi

4. LCD

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1.

Apabila SOP Pengeluaran Kas tidak terlaksana, maka pelaksanaan pencairan
anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas kas akan terlambat

Disimpan sebagai arsip di :

1. Tim Penilai PIPK

2. Pengelola Keuangan

3. Kasubag Admininstrasi dan Umum
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PENGELUARAN KAS

Pelaksana Mutu Baku
Aletivitas
User Bendahara | Verifikator PPK PPSPM KPA Kelengkapan Waktu Output Kelerangan

Mengajukan permintazn UFTUP Diokumen yang di 120 menit | Draft surat permintaan

persyaratkan KPPN, UPITUP beserta data

Q Rincian Kebutuhan UPTUP dukungrya
Menerima, memverifikasi dan . Dratt surat pemiintaan B0 menit |Surat Permintaan
menandatangani usul permintaan i ol UFTUP beserta data UP{TUP berserta data
URTUP dukungnya dukungnya
Meamvenfikasi dan membust SPP UPS Surat Permintaan UPMUP | 60 menit |SPP UPITUP berserta
TUP T | |persertadata dukungnya data dukungnya
Memerifikasi, membluat dan SPP UPTUP berseria data | 60 menit |[SPM UPITUP
mengirm SPM UPTUP T dukungnya
¥
Meanarima: LIF dan membukukan Sp2d SPM dan 5P2d UPTUP 60 menit |BKLU, Buku Pembantu
UR/TUP kedalam aplikasi Sitabi URTUF, Bulu
Pembantu Bank

Melakukan Cash Cpname atas BKLU, Buku Pembantu &0 menit |Berita Acara
URTUP, menandatangani Berita URTUP, Buka Pembaniu Pemanksaan Kas
Acara Pemeriksaan Kas Bank
Mengajukan usul permintaan UPTUP Mota dinas. Rincian 60 menit |SPBy dan data dukung

Pemintaan UP/TUF dan peminiazn UPTUP

J Rencana Pelaksanaan

Kegiatan
Menerima usul permintaan UPTUP, 1 5PBy dan data dukung 60 menit |SPPR URTUP
mamveniikasi dan menandatangani - - permintaan UP/TUP
SPPR UPRTUP

L

Menerima SPPR, mencamrkan SPPR UR/TLUP 120 menit |UPTUP siap-
UPTUP ke bank dan didistribusikan
mendigtribusulkannya ke staf
pengelola keuangan
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Pelaksana Mt Baku
Mo Aktivitas
User Bendahara | \erifikator PPK PPSFM KPA Kelengkapan Waktu Ouiplst Heterangan

10 |Menerima UPMTUP untuk operasional UP/TUP dan bkt 16500 | SPBy dan Daokumen
kegiatan talu menyerahkan dokumen penenmaan UPTUP menit
pertanggungjawaban kegiatan kepada UPITUP yang sudah
verifikator sesuai dengan batas wakiu ] ditandatangani
penggunaan UP/TUP yang telah Penerima Uang Muka

11 |Menerima dokumen - SPBy dan Dokumen 480 menit | SPBy dan Dokumen
pertanogungjawaban UPTUP, e Y pertanggungjawaban pertanggungjawaban
mamveniikasi dan menyerahkan ke ‘-\\/ UR/TUP yang sudah UPTLP yang sudah di
FPK dokumen pertanggungjawabsan i ditandatangani Penarima verifikas)

12 |Memwverifikasi dokuman 9 SPBy dan Dokumen 480 manit | SPBy dan Dokumen
pertanggungiawaban UPTUP dan 1 _// penanggung@awaban n
menandatangani SPBy ] URTUP yang sudah di UPTUP yang sudah o

verifikas| landatangani Penerima

13 |Menerima SPBY besera dokurnen B SPHy dan Dokumen 4B0 menit | SPBy, Dokumen
pertanggungjawaban URTUR, pertangoungjawatian penanggunaawaban
memverifikasi, membukukan ke UR/TUP yang sudah di UPITUP yang sudah di
aplikasi Sikabi dan membuat DRPP tandatangani Penenma tandatangani Fenenma
UPTUP Usng Muka dan PPK Uang Muka, PPK dan

X Bendahara dan DRPP

14 |Menerima DRPP beseria dokumen ! DRPP dan dokumen 120 menit |SPP GUP/PTUP
peranogungjawaban UPTLP, i / pertanggungjawaban berseris data
mamvenfikasi, dan membuat SPP ¥ URTUP rampung dukungnya
URTUP o

15 |Menerima SPF beseria dokumen = SPP GUPPTUP berserta | 120 menit | SPM GUPPTUP
pertanggungiawaban UPTUP, data dukungnya
memvernfikasi, membuat SFM
UPTUP dan mengirimnya ke KPPN
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif
Disahkan oleh

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/067
: 01 Februari 2018
: 21 Februari 2022

: 21 Februari 2022

2 { dirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

NAMA SOP : PELAKSANAAN BELANJA MODAL

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

9.

N oo A=

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga.

PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor
213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Negara

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa
Pemerintah Pusat di Kementerian/Lembaga

2. Telah mengikuti Pendidikan dan/atau Sosialisasi tentang Peraturan
Perundang — Undangan terkait perencanaan dan pengadaan barang/jasa
di Kementerian/Lembaga

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat
baikdalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya.

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Perencanaan Belanja Modal
2. SOP Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

Bahan masukan dari Biro Umum

Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi
LCD

Pob=

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1.

Apabila SOP Pelaksanaan Belanja Modal tidak terlaksana, maka penilaian belanja
modal tidak obyektif, tidak valid, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Disimpan sebagai arsip di :

1. Tim Penilai PIPK

2. Pengelola Keuangan

3. Kasubag Admininstrasi dan Umum
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BTHLPP Walas | MAKASSAR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR [SOR)
PELAKSANAAN BELANIA MODAL LEBIM DARI 200 JUTA RUPIAH

PELAKSANA Mt Badu
Unit Kerja
No Alivitas Unit Pengguna Pengadaan
LY PPK Tim Pokja Penyedis PPSPM KPPN Entergiapan Waktu
{User) Barangflas Dutge
(UKPEY)
e - Surat usulan prrmintaan
= . P pengadaan [ditandatanganl oleh
1 In ’:,: r:. user) dilengkag! dengan : RAB, |5 meniz Dn‘h.umen:xulln
fRelanis Mzt draft KAX, spesifikas, nota PrrERcas
dinas, MAK polaksanaan
Surat usulan permintzan
Memberlken persotujuan permintasn Y L/\\ peciphdusn (diandutmgant olsh Oakumen usulan
uses dan KPA) dilengkapl
2 |pengadaan betanin modol yang r\/ dengan : RAB, draft KA, 15 menit péngadaan yang telah
dlusufkan unit penggura. angas:; dhsatujul oleh KPA
spesifikasl, nota dinas, MAK
pelakzanaan
- Surat usulnn parmintaan Surat usulan permintaan
Usulan pengadaan belan/a modal pengadaan (ditandatangani olah pengadaan ke UKPEI
3 |Ditetapkan HPS, KAK dan Raacangan usnr dan KPA) ditenglapl 600 manlt  [diengkapl dengan: HPS,
Kontrak alah PP d : RAB, KAK, spesifikas], spraifiiasi, KAK, 1D RUP
mota dinas, MAK pelaksanaan dan rancangen kantrak
Menetapkan pokja pemillihan;
Surat usulan parmintzan 5K pokja pemilihan dan
H Menugaskan UKPR) untuk melakukan pengadasn ke pokjz pemilihan P surat usulan permintazn
pemiihan penyedis belznja modal dilenghapl dangan: HPS, pengaiaan beserrta
spesfikas, KAK, 1O RUP dan dokumen pendukung
rancangan kontrak
UKPRI menugaskan pokja untuk
5 P pemilhan penyedia Mlmhu!ldm FETANY, 7500 mendt  |Dokumen Pemilikan
belania modal menecapks
Surat ugulan permintaan
pengadasn (ditandatenganl alzh BA Kajl lang yang
g [Meneial dan ""“'::‘T e user dan KPA) dilengkapi 500 mentt  |ditandatengen aleh
Petgitian betinjs " dingan : AR, KAK, spesifikast, | masing-masing
nots dinas, MAK pelalaanaan
—
Surat penyampatin dan
|Surat penyampaian hasil
7 |Penyampalan hasll pemilihan :::me: hasll pamifthan 60 menit pemillhan kepsda PPK
el
SPPRY, Kontrak/SPK/Surat SPPAU, Kontrak/SPK/Surat
A |kontrak Fesanan/Surat Perfanjlan 60 manlt Pesanan/Surst Pesjanjian
SSUK,S5K, SPMK SEUK 55K, SPMK
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BTKLPP Ketas | MAKASSAR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR [SOP)
PELAKSANAAN BELANIA MODAL LEBIH DARI 200 JUTA RUPLAH

PELANSANA Buty Baky
Uit Karja
L] Althaitas Unit Pengguna Pengadaan Bank Naterangon
PRK Penyed Kelengiapan ‘Waktu Output
{User) KPA Sarang/iosa Tim Pokla = PPSPM Pt
(UKPRI)
Kantrak/SPE/Surat
5 |Metolsanakan kontrak || Posanan/Surat Perjanilan m‘:‘"" Pelaksannen Konbrak
SSLIK.SEK, SPAMK
4 BAST yang telsh disatujul
Melzksanakan serah terlma barang /\ T hasliph o oleh para pihak
10 el i oirh PPK dibantu oleh tim teknis| 300 manit {dibulktikan d —
peme NS untuk dibuatkan BAST BACE
tangan para pihak)
1 Melaksanakan serah terima barang [ ] BAST Lembar tandn terima 5 manit mmm "::
leoprata KPA penyetrahan barang ka KPA biliﬂlk:I.PA
BAST, Lembar tanda
BAST, Lembar tanda terima
Melaksanalkan serah terima barung | I | 4 terima panyorahan
e darf KPA ke Usar [ unit pongguna oo sl L barang ke Usar/unit
" PENEELnD
Surat parmidntaan
r paimbayaran,
] | Surat permintsan pembaysran, I:n fi uh‘:;us“d:
13 [Membuat Berita Acara Pemboyaran ewitamsl/bill/nota darl penyedia; |30 menit t
BAST setoran pajak dam Berita
+ Surat setoran pajak
BCaTa pembayaran
(semua dokumen talah
dizandatangani)
Surat permintaan pambayaran,
lowtansifbill/nota dari penyedia;
BAST, Kantrak, Surat setoran SPM yamg telah
14 |Menerbitkan 5PM I:‘H i s B e 15 menit haidanngand
pembayeran (semua dekumen
telah ditandatangand)
KPP Menerbitkan SP20 dan
15 |Menerbltkan SP2D Dana masuk ke rekening Bank  |300menlt  |SP2D
penyedia
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BTHLPP Kalis | MAKASSAR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUN {509)
PELAKSANAAN BELANM MODAL S0. 200 JUTA RUPLAH

Kortrak olsh PPE

PELAKSANA Mudt Baku
Altivitas g
r::::“m Paryedis |  EESPM LT Wil Metenglerpan Output -
Surat usulsn permintaan (Dolurnen wmulan
pengadoan {ditndatangani oleh |pengadaan
Mengajukan Permintagn pengadaan wser] diferghopl dengan : R4S,
Fihey draft KAK, spesifiias, nots
i, MAK pedaksanaan
Surnt usulan permintaan Dokumen wulan
|pengadaan (ditandatangani aleh pengodazn yeng felah
L]
mm;p::mmﬂl ey dan EPA] dilenglapl disetujul oleh KPA
pengaddan «dangan 1 RAB, draft KAK,
peRggund. sposifikasl, nota dinas, MAK
Iﬁlhlnain
HPS, KAK, spassiiicass, MaK [Surat Permnintaan
Usulnn pengadien betenga modsl 4 porgs ngiung
Ditertapkan MRS, KAK dan Rancangan <> e sty g
i tandatangani

|embust dakumnn pemilihan,

Berits acara hasi

| nslakesnsian kentrak

Il
L

- mermbuat undangan kepada pemitihan
calon penyedia, ditenghani
Memproses pemihan dengan; HPE, sposifikasi, K&K, ID
barzng pamada <> RUF, rencangen kontrak dan
|lartpsung medakeanal luazi
dokumen petyodia
Suran permyampalan hast |3
|Pepynmpainn hasll pemnitihan | I ipomilihan dan bavite scarn hasl
ipermifithan kepada FPE
Surat Perintah Kera heangundang calon
Surat Perintah Kerja [SPE) pamyndia wniuk
imenandatangan| 5FK
L Surat perintah kerja Peluhsanaun Kontrak

|Mielaksanakan serah terima barang
dar] peayedla

Pemerisaan heall pengadaan
oleh PPY ditantu oleh thm teknis
untuk dibuaticen GAST

IBAST yang teiah disetujd
oleh para pihak
{dibulctican dengan tanda
tangan para plhak)
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BTKLPP Kolas | MAKASSAR

STANDAR QPERASIONAL PROSEDUR (S0P}
PELARSARAAN BELAMNIA MODAL SD. 200 JUTA RUPLAH
PELAKSANA Ity Baku
No Alrtivicas Unit Pengguma Pajabar Bank Ketarangan
{User) FFR Pan e Panyedla PPSEM et Kelemghapan Wihty Cutpun
BAST Lsmbar tarda tertma Smenit  |BAST Lombar mends
s mmumhmhm | paryerahan barang ko ERA verimo pesnyerahan
barang ke KP&
BAST, Lembar tanda tarima 15menit. |AAST, Lember tends
i |Melsksznzkan seruh torima barang i | |panyerahan barang ke Liserfunit erima panyerehan
darl KPA ke User / unit pengguna |pengguna rang ke Userfunit
NEguana
Surat permintagn pembayaren, | 30 menlt t permintaan
lewsitansl il nata dar bayarsn,
1 pemyedia; BAST, Surat setoren il fncith darl
I_I pajak { BAST, Surat
11 |Membust Berita Acsra Pembayaran astoran pajak dan Berita
acara pembayaran
|{sermun dokurmnen tefah
ditandatangani)
Surat permimann pembayaran, | 15 mendt SPM yarg telah
r_l Ifnata dari ditandatzengani
; BAST, Kontrak, Surot
12 [menerbithan SPM wwm a::
telah ditandstangani]
- KPPN henerblticen 5P20 dan 300 menit P20
13 |Menorbitkan 5P20 CB? Mim:'#hmwulmh
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BTHLPP Knlad | MAKASSAR
STANDAR OPFERASIDNAL PROSEDUR (S0P
FELAREANAAN BELANIA MODAL SD. 50 JUTA AUIPLAH

Meleksnaken sarsh 1erima bs=ang
Llﬂum

PELAKEANS MLt Saku
Na kbt Unt Pengsuma it
fuer} L L ;:*“ Bendabara | Pewpedia PRETM kPPN Kekengkapen Wkt Ot
St uselen porméntasn Smenfl  |Delsmen ussin
Mengajchan Pecnintaan pargadaan | ¢yt T M““""I_i“ e pengudstn
pa ilengiapi dengan |
T osrane - AR, spaifka, et dinas,
¥ WHAK pelLERER
\ |Sun-|:wtmplmmln 15 menll | Doloomen wulan
M rtherfkan parssli} i pengadaan {andsargand pengidaan yang tnlah
2 nb:t-ﬁ'm.'o[ﬂ:tmw =</ oot usar dan KPR | diengiapi alat KPA
pEnERUna. dengin : AD, spesifikasi, nota
1 dEai, BAK pilikianaan
[Eirst wivtan permintasn BOD | usulan permintasn
T ‘K\ periprtasn fditandstangan| F::m-nnmm
3 bangls den mamataphan usulan Lolah uaar dan KPA) dilenghapl Fangadaan diengkasl
pengudaan barang ‘\(/ 1 AR, Apesifkas], nota dengans: kiP5, spesiflkas
' nad, MK pelrkianaan
T X Pejubat pongadaan lengieng | 5 Harl kega | Kwitansd den staw suret
/\ melaksanakan pengadan; |pasaman
s Mlarnpeoues pengatagn el v belenja kapiursg & tolm dan
penyedia barangfjasa atau marmbust sl pesenan
bepsdi penyedis
|urst pasanan | 56 nuat wekiu|Pelaksanaan pengadann
5 |Meleksgnaksn pergidaan " Sumt  fdalam surat pesenan
Fasanzn
Pomerikaasn hasll pengadasn | 300 menic |SA5T yang telah dingrujm
5 T chelh PP dibarty alah tim niety pera phhak
f\ toknls wntuk dibaskan SAST Iditurktikan dorgan tands
Vg karigam pars pihak]

haglgwzanzian werah arime barmng
lnp.d. KPA

BAST Lembar tanda tevirme
pamyeTahan baramg ke KPR

[Muatzkranakan semh terima bareng
dari KPA ke Lisar | unit pangguns

BAST, Lersbar fands terima
han barmng ke
Liverfunit penggurs
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ETHLPP Enlus | MAKASSAR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUS (3OF)
FELAKTANAAN BELANIA MODEL S0, 50 JUTA RUPAH

PELAXSANA Mtuiu Baku
No Akthvitas Uit Penguea
fuizer) Bandakira Panidla PREPM L] Kelenghapan Wakin Output
Cwaansyalilnats, ki pajik | BOmennt | Ewitzns ok nats dar
derl pervpedia; serat pesanaa, petrpedla; asnt pesanan,
| L Suzat ssinran pajak Suirat setaran din
[epmus dokumaen selah
| ditandzcangani]
[5urat permintaan pembayaran, | 05 mmnit | SPAR yang reiah
L 4 frwdtansifhill frata dast ditandstangani
peoyedia; BAST, Kontrsk, Sumt

10 [wenarbivkan SFM

sutnesh pajak dan Berita seare

n (samus dedmmen
ditaredntsmgani}

11 |Monnrbitian SFZ0

Wianastiikan SP20 tan
9 masul ke rebaning Bank

300 mann

SPI0
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ETHLFF Kolus | MALASAAR
STANDAA OPERASIONAL PROSEOUR (0P}
FELAKSANAAN BELARIA MODAL 50, 50 JUTA RUPKAH

parthayaran fiarmus dokamen
‘uammm

PELARSANA Muttu Baku
He Aktheltry Usitt Pengguns
fUser) Bendatiara Paryedls b ] L] Ealenghapam Wkt Outpid
|Rwetansi/iliFnata, faktur palak | 30 menit | witemi/bblnots dax
darf peryedia; JuTat pesanss, penyedla) swrat peianan,
9 Sinrat sotaran pajuk Sural wetoran pajsk den
Mplgksenakan PemBegarsn dengan Ll
& qup =i Basitn pemr pembyarnn
[mermusa dokumen metah
ditandstangant)
|5urat permingasn peenbayeres, | 15 monb EPAL yang talah
3 rwrtnnad/bill frots dasi ditandasangani
— | penyedin; BAST, Komtrk, Semt
! e L'_J sutnvan Eifak dun Bevite srors

11 [Memerbitian SP20

WA r<than §P20 dan

9 Duma masuk ke nokening Bank

300 mens

SP1D
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TTWLPP Kalns | MANASSRR
STANDAR OPERASICMAL PROSEDUR {SOP)
PELANSANAAN BELANIA MODAL E-CATALDE LERGH D 300 T

PELANSANA Mty Badey
Ko Akthettas umml Bank Keterangan
[User) L) PEK Peeyedla PPSFM HPFN M| mmghopan Walkdu Cutpurt
Nwitarci/Bl/nata, TRktr pajak | 30 manit|KeitensyBdynata dar
danl panyad|a; surat pesanan, #; Bt pesanan,
'_I Suwrat setoran pajak setoran pajak dan
9 |Membuat Basis Actra Pembaymran ferita srava pembayaran
|sermua dakuemen telah
ditardatangan)
SyFat péfrintoan pembayaran, | 15 meni SP yenjg tadeh
v naifb il nate dierl ditandaiangani
la; BAST, Koninak, Surat
10 [hAsnerhitkan SPW l 1 ran pajok dan Barita acara
pombayaren {semiia doliumen
telsh ditendatangand]
- KPP Manevhitkan SP2D dan R00 e 5P10
Dana masick ke rekening Bank
1u llmmnm!r-ln C :j 9 p
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AMALPP Eptad | MAKALTAR
STANDAN Ol ARNHINAL PRICSECLIR [B07)]
FERAKRAMAAN BELARMA ASIDAL E-CATALENT MURANG DAR 200 17

LA AA [T T
- cpan T e oot Lo e
Pengguiia - Pemedls [ ehim betes [T ]
= - Smanh [ Dokeren uiulin
R v T pengadam:
1 : & peng.
J/ 15 menh | Dokems usuan
[ b L M faam yang baish
z gdaan barang yang dhudkam unit disetujul siel KPS
sh— —\\'f’{ ¥
[ GO menit | Sarat usalan perminiaEn
s . T / pengedaan pada poartal -
3 Laer
pengacluis barang v |Caasing driengiapi
jdengun: SpeuiiTeas!
- & Faarl weris preulgas baisng
Memprenes pengadaan ety <> herga setelah
4 |d=ngan nilsl < 700 1 ofeh Pepaba
Fengadaun
¥ 1 haird Sur# prnen

5 |Prebustan S Pasangs <>
Erat Fraanes Sewasl wphyna | Prlgkaansan pengdmn
H Burat  [nesusl dengan dafer
L rmwm T Pesaram  (dalam sarwe pesasan
v |Fmetimaan hasd peogedaan 00 mentt  (BAST yarg selaks disstujul
oleh FPE dBanta nkeh s peleals ofnh aers plhak
5 -I-thimhh'lummm '<’/ & by hact BNST i
datl perred ! "Hﬂh"""
BAST Lrevier Vel terima Sment  ||BAST Lesrur tanda
. IH:H:-:::'lmhmhrn.' [ po s san bt ang ke KRA stvima pemyaratan
¥ Barang ks KPS,
BAST, Lembar tanda teima 15 menh  |BAST, Le=ihyr Tt
5 M serah iestrma Barang i I pemyeraian bar ang ke seslma parmperafuin
dan! KPA ke User { unit pengguna Userfun pengguna Iserang ks s fank
PENERUTA
Ewrzanslfailinaia, lekur pajal Sdmanll  |Kwinsdfoklino dari
perrrpedla; purat gesznan, Py L BT peLInaT,
| setnran pajak Seirat getocss pajek dan
A0 Meisciat Beriu Acara Perryares Beriiy scara pambaysran
[emus dglumen Teah




STANDAR GFERASIDNAL PROSEDUR [S07]
FELAMEARSAS BELANSS MOBDAL E-CTALDS FLfANG Dika 300 I
FILAKRLES Mutu Sk
- l'ul:iru iy Peoepirdle PRI e Enlanghaasm Winkm Reloranma
\aerd Pr=guilazn F—— Sviput
Kmaral/blinots dan 1S manh 5P yang telah
MIFF! prsariEm, Surat AmandatangEn|
11 (Mt 5P pajak dan fieita aaa
fyermua dobumen
diamdatangari)
Mornarhikan P30dan | 300meea ~
12 |Mwrserbithan 5520 9 mardk ke nelesing funk
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/070
: 01 Februari 2018

Tgl. Revisi : 21 Februari 2022
Tgl. Efektif 21 Eebruari
2022Disahkan olef
‘}1 Kelas | Makassar
aman-stdirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004
NAMA SOP : PELAPORAN PIUTANG

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.
3.
4

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga

PMK Rl Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor
213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

2. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat
baikdalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP Pengakuan Piutang

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

2. SOP Penatausahaan/penagihan Piutang 2. Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN

3. SOP Pencatatan Pembayaran Piutang 3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi
4. SOP Pembayaran dan Pelunasan Piutang 4. LCD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP Pencatatan/pengakuan Piutang tidak terlaksana, maka pelaksanaan

Penilaian Piutang tidak terarah, tidak fokus dan hasil penilaian tidak obyektif, tidak valid
dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Disimpan sebagai arsip di :

1. Tim Penilai PIPK

2. Pengelola Keuangan

3. Kasubag Admininstrasi dan Umum
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PELAKSAMA MUTU BAKLU
NO AKTIVITAS Bendahara Shar Keubistin
Kasubbag |Penerimaan/Penanggung bt KPP ITIEN Ketengkapan Waktu Output
) Administrasi
Jawab Piutang Plutiang
Memberikan Brahan kapada Kasubag Perdirjan
1 ADUM untuk melaksanagkan Palaporan Pembendaharaan Mo B5 15 manit Catetan Arahan
Piutang PNBP Tha-20°11
Membual kerangks konsep, jadwal dan kerangka Konsep,
rencana paiaporan Putang PNBP dan {rdwal dan rencana
2 |merugaskan Bendahars maupon Staf Catstan Instroks B0 mans pelaporan Pidtang
terkait Purtang unduk membust laporan PHEF dan sursd
piulang PNEP/PRNEPR ferutang perEgasan
Mgnyiq:lia‘n_ bahan rekonsiliasi internal i jahwal d_EFI rencans: drest s
3 |peisposan piutang PNBRIPMBP F pedsporan Pistsng a0 manit
tarnutang PNEF dan swrat ptiemg
perugasan
Mengorsksi bahan pelaporan prutang
PNEP/PNEP teruiong dan menugaskan
bendahara penerimaan penanogung .
4 = b picts f Satiangsn i < ctafbahmllakun 15 Man B‘-ah:1LB|:l:xan
goerakan rapat dalam mngks Rty
Warifikasi Dats Piutang dergan Memo "
| N
Mmynl:mgqard(an rapad Verifikssi I:j |— I . I L sporan Piotang
5 |Data Piulang dengan Mamo I Bahan rekon intermal 240 memnit PrEP
= i
Menyiapkan L sporan Piptang PNBF | 3 Laporan Piutarg
6 IR ke SAIEA, j Laporan FPiulang PNBFP | &0 mant PNER
Memvarfikasl laporan piutang PHNEP
T |den melakukan rekon dengan KPPN [3 L=poran Piutang PNBP | 600 menit Karwms Piutang
untuk nfial pistang dan realksasi PNBP.
Matakukan verfikas niid piutang PNER e _ ; ) ¥
a8 e e di PPN IE data kenfirmasi B0 menif | Penerimaan Megara
dr KPFPN
Karts pengawasan,
Mermibust kanwas final. dafiar Rualitas s Snal, datar caftar kuaiitss
B wusiitas piltang. memao- | 60 mens
pulang. mermo penyesLaEn I S plutsng, meamo
L peryesLEEn
Kariu pengawasan.
daflar kualitas
Memarikss kanwes dan memo Hariu pengswasan, PILLETND, MEmo
10 |peryesuaisn pelunassn piulann sarla dafsr kuslias plutandg, 20 e pan yEsuEiEn
ttd Memo Pemyeswssan E MM Ty ESuaEn {prudang dan beban
L penyisihan piutans
TT) tertandatangan
Hariu pengawasan,
daftar kuslitas plutanag,
Mergmpat dalam aplikss Saiba TTIEHTID: [ e SUSETT
11 |Menslash Phtang dan Form Teizsh LE 300 menit Print oud LK

{piutang dan bebars
pemyisihan piutang TT)
terandatanganl den

Teiaah LK dan Calk
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. KESEHATAN

REPUBLIK
INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/071
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022
Disahkan oleh

NAMA SOP : PEMBAYARAN UTANG

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara
4

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

o

tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN

6. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

2. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pencatatan Utang
2. SOP Pelaporan dan Pertangungjawaban Utang

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

2. Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi
SAS dan wifi

4. LCD

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP Pembayaran Utang tidak terlaksana, maka Laporan Keuangan satker

tidak dapat diyakini kebenarannya

Disimpan sebagai arsip di :

1. Tim Penilai PIPK

2. Pengelola Keuangan

3. Kasubag Admininstrasi dan Umum
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PEMBAYARAN UTANG

Pelaksana Mutu Baku
Na Akiiyilas
Pelugas Pelugas
PPK Kasubag Adum PpSoM Pengantar SOM KPPN Al Kelangkapan Wakitu Dutput Katerangan
Menerima sural penagihan alas . Kwdtansl, Sural Kwitansl, Sural
1 penarimasan barang/jasa dan "'{ }- Penagihan Utang £ msril Panagihan Utang
menyampakan SPP dan dokumean atau dokumen yang atay dokumen yang
penunfang penerimaan barang/ jasa dipersamakan dipersamakan
Form dispasisl,
Melakukan verifikaz dokumen " Form disposisl, fowltanst, Surat
penunjang penetimaan barangasa dan | T /) kwitans|, Sural Penaglhan Litang
2 |Memarintzhkan kapada Kasubbag - > Penagitan Liang 120 menit -|atau dokurmen yang
Perbendaharaan untuk memyalidas] \“- stau dokuman yang diparsamakan yang
dokuman ulang dipersamakan sudah dl verifikasi
dan validasi
v Kwitansl, Sural Kontrak, Surat
¥ Penagiban Litang Jalan, Kwitansi
Monitoring Pembayaran Uang dengan ! !
3 |memvenfikas dan memvabidasi <> :3” dokuman yang 45 menit IBnST CaR CeRbmEn
dokuman ulang i yang =} y2ng
* suidah diverifikasl dipersamakan yang
dan validasi sudah diverifikas:
¥ Foonitrak, Surat
Memverfikas dan membuatl SPM atas AT AmAn, LA,
P RAST dan dokumen .
4 [SPP dan dokumen penunjang v \ain yang £8 menll 1SPMLS
penanmaan barang/jasa dipersamakan yang
¥ sudah diverifikasi
‘—I SPM LS yang
5 |Mengantar SPM ke KPPN |: SPMLS 60 menit |sadah diverfikas)
ql._I dan valdasi
Memverifikasi SPM, menarbitkan SP2D /’ T SPM LS yang
B |dan mentransier dana kerekening \\ sutdah diverfikas| 60 mendl.  |SP2D
penerima v dan valldasi
¥
¥ SPM LS, SP20, dan
T |Mencatat dan melaporkan salde utang SEMLS | 8P2D 48 menll  |rekapitdasi

pembayaran uiang
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/072
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022
Disahkan oleh

MSH udirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : PENCATATAN UTANG

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara
4

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

o

tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

2. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pencatatan Utang
2. SOP Pelaporan dan Pertangungjawaban Utang

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

2. Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi
SAS dan wifi

4. LCD

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP Pencatatan Utang tidak terlaksana, maka Laporan Keuangan satker tidak

dapat diyakini kebenarannya

Disimpan sebagai arsip di :

1. Tim Penilai PIPK

2. Pengelola Keuangan

3. Kasubag Admininstrasi dan Umum

46




PENCATATAN UTANG

Pelaksana Mutu Baku
Ko Alfivitas B .
PPE Kasubag Adum e Kelengkapan Waktu Outpiit Ketarangan
Akuntansi
i Hontrak, Surat Hontrak, Surat
:’:r:::g‘“mﬁ‘g_?ﬁzglm pihak Jalan, Kwitansl, Jatan, Kwitansi,

1 : i i : . [: J BAST dan dokumean S0 menit BAST dan dokumen
i i e + lain yang ain yang
penerimaan . dipersamakan dipersamakan
Melakukan verfikazs kelengkapan - Konirak, Surat
dokumen penuniany penarimaan T / szﬂnn:‘ ,_Surm Jalan, Kwilansi,

, |barangljasa dan Memerintahkan R pan KA | eomeny  |BAST dan dokumen
Kasubbag untuk metakukan tedr vy fain yang
pencatatan/pengakuan Ltang sesual di s:s gl A dipersamakan yang
dﬂugin dokumen p&m.ln{ang P sudah diverifikasi

Kontrak, Surat Hontrak, Surat
Memsrmiahicn kapdds pstugss Jalan, Kwitansi, Jalan, Kwitansi,
aistaat TR PR e l BAST dan dokumen BAST dan dokumen

3 pencatatan/pengakuan ulang sesual AR 15 Meanit I.a'm n
cmgar dokuaven penunRang kecaking deEh'mm::EE yang djpﬂiamyahﬁj%l;yang
e SR sudah diverifikasi sudah diverifikasi

Kontrak, Surat
Mencatat utang sesus dengan ) Jalan, Kwitansi,

4 dokumen penuniang kedalam aplikasi C ) BAST dan dokumen a0 Manit Laporan Hasil
SAIEA dan melaporkan data ulang yang [ain yang Pencatatan Litang
sudah dicatal datam aplikasi dipersamakan yang

sudah diverfikaszi
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DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/073
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022
Disahkan oleh

¥

amdn man, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN UTANG

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara
4

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

o

tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

2. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pencatatan Utang
2. SOP Pembayaran Utang

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

2. Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi
SAS dan wifi

4. LCD

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP Pelaporan dan Pertangungjawaban Utang tidak terlaksana, maka Laporan

Keuangan satker tidak dapat diyakini kebenarannya

Disimpan sebagai arsip di :

1. Tim Penilai PIPK

2. Pengelola Keuangan

3. Kasubag Admininstrasi dan Umum
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PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN UTANG

Pelaksana Mutu Baku
Ne Aktivitas
Kasubag Petugas
PPK Al AkisANSi Kelengkapan Waklu Output Keterangan
SPM LS, SP2D, dan| B0 menit |SPM LS, SP2D, dan
rekapitulasi rekapiulasi
1 |Mencatat dan melaporkan saldo utang —"( i} pembayarn utang pembayam utang
g Data Saldo utang 45 Menit Data Saldo utang
L 4
Memverifikasi dan mem\a.'alhldast laporan _,,//\\ v yang sudah yang sudah
saldo utang yang akan disajikan dalam dharifikass diverifikas)
2 |Meraca dan melakukan rekon dengan
petugas Saiba maupun dengan pihak
rekanan
. Data Saldo utang &0 menit Neraca dan
ME"“‘,’?"H" m:_du L{tang 3‘;3"9'3”@“ yang sudah Laporan Keuangan
3 diverifikasl, validasi kedalam Neraca ( ) dherfkast

L aporan dan mengarsipkan laporan
keuangan
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BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif
Disahkan oleh

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/081
: Januari 2021

: 21 Februari 2022

RSt dirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP  : PENGURANGAN TUKIN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010
Permenkes Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian
Kesehatan

Permenkes Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan jo. Permenkes Nomor 31 Tahun 2015

Permenkes Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Kesehatan jo. Permenkes Nomor 10 Tahun 2019

o o A=

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan disiplin,
sanksi dantunjangan kinerja PNS

2. Memahami pedoman/ juklak/ juknis tentang disiplin, sanksi dan tunjangan
kinerja PNS

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penyelesaian Cuti
2. SOP Penyelesaian Konsep SK Penjatuhan Hukuman Disiplin

1. Komputer/printer
2. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, konsep SK Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi
PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan tidak dapat terselesaikan dengan baik

Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual
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SOP PENGURANGAN TUKIN

Pelaksana Mutu Baku
e . Kasubbag | Kabag Disiplin
Nb NG K An::saiﬂn Ranwai dan dan Kesra Karopeg Kelengkapan ::;f; Output o
e Gakdiswal Pegawai
Konsep lelaah
y  [Memnyusun konsep telaahan staf dan SK [:] Berkas rekapitulasi absensi/ surat izin | :“"' “:;;';n
Pengurangan Tunjangan Kinerja cuti SK penjatuhan hukuman disiplin Tmm an
Kinerja
+ Konsep
L N telaahan staf
2 Mempelajari, menelaah dan memberikan paraf < |Konsep telaahan staf dan SK op [vane telah
pada konsep telaahan staf Pengurangan Tunjangan Kinerja diparaf oleh
kasubag dan
konsen SK
)\ Daamnal |
! : Konsep kterdapat koreksi,
Memeriksa dan membenkan paraf pada konsep i lelaahan staf
i w | f lah
3 |telaahan staf dan SK Pengurangan Tunjangan S IEaRap | shehien Sty e ! 15 |dan SKyang Rasubbiag
Kineria paraf oleh Kasubbag dan konsep SK telah diparaf | DEfSama dengan
ey oleh Kasubbag Analis
7 ;
L Dalam hal
- ngata;hﬂ terdapat koreksi,
Memeriksa, menandatangani konsep telaahan staf | | ditandatangani Kasubbag
: | nJ
4 |dan memberikan paraf pada konsep SK :;D:ﬁ? m;?'::hﬁ:‘rbi‘ yang 15 |dan konsep SK | bersama dengan
Pengurangan Tunjangan Kinerja pa :‘j“‘g ‘f"-"!:h Analis
iparafl o i
Kepala Kantor | ePegawaian
memperbaiki
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